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Sambutan Pembukaan Rakor oleh Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd. Kons, Koord Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah
1. Mengelola PTS berbeda dengan bidang lain, karena ada beberapa spesifikasi yang khas
2. Pada era global dengan pasar bebas, maka perlu mempersiapkan lulusan yang mempunyai dayasaing pasar kerja dengan tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS,rglulusan PT Indonesia atau PT Negara lain.
3. Rakor ini penting dengan kepemimpinan nasional yang baru dengan Komenklator yang baru, Dikti ada di Kementerian DIKTI dan RISTEK, yang akan membawa perubahan pada tataran Direktorat, Direktur sampai dengan Kopertis
4. Kopertis rencana akan berganti  menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5. Issu Penting “
a. Pendirian Perguruan Tinggi, PTN didirikan Pemerintah, PTS oleh masyarakat dalam bentuk Badan Hukum, baik Yayasan, Perkumpulan atau Perseroan Terbatas
b. Permendukbud No 87 /2014 akreditas tidak lagi A, B dan C tapi Baik, Baik Sekali dan Unggul
c. PTS harus mempunyai Statuta Statuta PTN disahkan oleh Pemerintah, Statuta PTS disahkan oleh Badan Penyelenggara
d. Perubahan atau Pendirian PT baru / Prodi baru Permendikud 95/2014
e. Kopertis ada 247 PTS, Yayasan 239, yang lain Perkumpulan, Yayasan yg Terdaftar di MenHukHAM  219, yang belum 20. Dalam hal ini kopertis bersedia menfasilitasi kepengurusan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengumuman ke BNRI dan TBNRI 
f. Bentuk PT baru ada Akademi Komunitas: Permendikbud 48/2013 yang hanya menyelenggarakan Diploma D1 dan D2, missal di Jepara di bidang perukiran, Bidang Vokasi juga ada program Magister  Terapan dan Doktor Terapan meski belum    ada yang merespon
g. Pengelolaan PT ada otonomi untuk melaksanakan Tri Dharma PT (bidang akademik) dan ini mengikuti aturan pemeriStntah, sedang bidang Non Akademik seperti SOTK, Struktur Tarif, Sar-Pras, Periodisasi Masa Jabatan   dsb ditentukan oleh BP-PTS. Kelemahannya tidak didasari aturan/dokumen dalam bentuk Peraturan maupun Keputusan Yayasan
h. Asset milik Yayasan sehingga PTS  tidak boleh ikut campur, karena PTS mempunyai kewenangan di bidang  akademik, Yayasan di bidang non akademik
Penyampaian Materi 1 : Prof Dr Hermawan Kresna Dipojono, MSEE, Ph.D. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjend Dikti



Penyampaian Meteri 2 : Drs. Tjuk Sulchan, SH, (Wakil Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang) Ketua BP-PTSI Jawa Tengah
1. Kuantitas PTS berkembang dengan sangat pesat, saat ini ada ribuan, sementara PTN hanya 90 an. Akan tetapi dari aspek kualitas belum seperti yang diharapkan
2. Pada saat APBN sudah ditetapkan 20 % untuk pendidikan, tetapi berapa persen dari yang 20 % APBN yang dipergunakan untuk pengembangan PTS.
3. Kalau kita berjuang sendiri akan banyak mengalami kesulitan, maka perlu berjuang melalui lembaga seperti BP-PTS
4. Yayasan dengan latar belakang :
a. Lemah SDI / Usaha keluarga
b. Lemah pengelolaan
c. Lemah pemahaman aturan (UU 16/2001 jo UU 28/2004 tentang Yayasan maupun UU tentang SISDIKNAS, UU guru dan Dosen, maupun pert lain terkait dengan pendidikan tinggi
d. Lemah permodalan
e. Lemah semangat pengembangan
5. Peran Asosiasi BP-PTS dalam penguatan dan Eksistensi Yayasan
a. Berdirinya Asosiasi BP-PTS dilatarbelakangi munculnya RUU BHP (Pasal 53 UU  20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan BP-PTS, dan akhirnya dibentuk Asosiasi BP-PTS
b. Visi : menjadi asosiasi yang professional, kuat dan berwibawa
c. Misi 

d. Fungsi memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dan bertindak sebagai mediator jika terjadi konflik antar anggota dan/atau dalam suatu anggota jika diminta
6. Fenomena UU no. 9 tahun 2009 ttg Badan Hukum Pendidikan telah menimbulkan keresahan pengurus BP-PTS, sehingga terpaksa mengambil kebijakan untuk melakukan Judicial Review ke MK dan diterima dengan Keputusan No. 11-14-21-126-136/PUU/VII/2009 :
a. UU 9/2009 bertentangan dengan UUD 45
b. UU 9/2009 ttg Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan dibatalkan berlakunya
7. UU 16/2001, UU 28/2004 dan UU 63/2008, Yayasan yang mengelola Rumah Sakit harus yayasan yang berdiri sendiri tidak dicampur dengan  yang lain. Bagaimana dengan yayasan lama yang sudah mempunyai PTS dan RS? Ada masalah dan usulan yang akhirnya ditetapkan yang lama pakai aturan lama yang baru pakai aturan baru.
8. Bagaimana yayasan yang tidak menyesuaikan dengan aturan baru? Masih banyak, meski ancamannya likuidasi, tidak boleh memakai nama yayasan dan assetnya diserahkan pada yayasan sejenis, tetapi pelaksanaannya belum berjalan.
9. Potensi Konflik bisa antar pengurus, antar organ yayasan dan yayasan dengan universitas/rektorat, pengangkatan rector
10. Solusi mengatasi konflik dituntut pengurus yayasan harus orang yang cerdas, mumpuni,  visioner, komunikatif dan faham aturan
 
Prof Hermawan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen DIKTI 
Tentang keberlanjutan
Tantangan keberlanjutan adalah internal dan eksternal
Internal
· Masalh Internal adalah mengenai tata kelola khususnya untuk mencegah konflik dan persoalan mutu.
KONFLIK
· Konflik terjadi pada saat menjadi besar dan makmur
· Mencegah konflik adalah bangun dan mantapkan tata kelola, internal yayasan dan hubungan dengan perguruan tingginya berbasis hukum sedini mungkin secepatnya.
· Statuta harus segera ditetapkan pada saat normal
· Menyelesaikan konflik berbiaya mahal,memakan waktu lama dan melelahkan, punya potensi mematikan perguruan tingginya
· Konflik yayasan pasti menghasilkan citra negative
· Bila terjadi konflik, dikti lebih memilih mahasiswa / masyarakatnya
Mutu
· Masyarakat mulai berorientasi mutu, termasuk dalam memilih PT\
· Pilihan sulit adalah meningkatkan mutu atau meningkatkan keuntungan sebanyak dan sesegera mungkin
· Jika berjalan lurus2 sja,bisnis PT adalah bisnis yang luar biasa
· Memenuhi standar yang diperlakukan SPM



EKSTERNAL
1. Regulasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) meliputi bidang pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi asing saat ini sudah membuka kampus di Asean (Malaysia dan Singapore). Oleh karena itu Perguruan Tinggi  di Indonesia harus mempersiapkan diri karena akan menjadi pasar rakasasa bagi bisnis pendidikan tinggi .
2. Perlu dicermati bahwa Perguruan Tinggi asing membidik bukan hanya Tuition Fee mahasiswa Indonesia tetapi juga juga sumber daya manusia (peneliti) yang produktif dan murah.
3. Perguruan Tinggi di Indoneia harus mampu melayani mahasiswa bukan hanya sekedar transfer pengetahuan tetapi juga kultur akademik yang berorientasi mutu, inovasi dan daya saing.
4. Untuk menghadapi PT asing diperlukan 3 kunci sukses yaitu: MUTU, INOVASI dan DAYA SAING. Untuk itu perlu program S3. Namun pembukaan program S3 menyaratkan ada 2 profesor yang sudah memiliki publikasi Internationlal minimal 2 tiap profesor. Program S3 yang sudah berjalan saat ini, dalam 2 tahun, harus memiliki 2 profesor yang memiliki publikasi Internasional.
5. Tahapan pengembangan PT: Teaching Uni  Excellent Teaching Uni  Research Uni dengan academic identity  berupa Penelitian dan publikasi. Kebanyak PT saaat ini baru pada tahap Teaching Uni.
6. Salah satu unsur penting PT adalah dosen. Penghargaan kepada dosen sudah baik karena itu dosen perlu didorong untuk menjadi mesin pengetahuan di PT. Di sisi lain dosen perlu difasilitasi agar suasana kerja di PT masing-masing membaik.

RUMUSAN PROF ALI MANSUR
1. Tantangan PTS di era global dituntut mutu, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu antara yayasan (BP-PTS) dengan pengelola PTS
2. Kelemahan BP-PTS menyangkut SDI, pengelolaan, pemagaranan akan aturan, permodalan dan semangat pengembangan, perlu segera direspon dengan melaku perbaikan dan peningkatan menuju PTS yang maju dan potensial agar siap bersaing dengan PTS lain, PTN atau dengan PT luar negeri
3. Secara internal yayasan masih ada yayasan sebagai BP-PTS yang belum melaksanakan amanat undang-undang (UU 16/2001 jo UU 28/2004 tentang dYayasan dan Perubahan atas UU yayasan), maka perlu yang belum menyesuaikan segera menyesuaikan denga UU yayasan. Jika tidak akan terancam likuidasi dan asset dierahkan pada yayasan sejenis
4. Tantangan yayasan di era global MEA 2015 segera berbenah untuk menjadi peluang, sehingga segera berbenah untuk melaksanakan pengembangan dan siap berkompetisi  dengan PT lain termasuk PT asing, sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri
5. Yayasan harus memiliki aturan/otoritas yangjelas dan tegas untuk mengatur mana yang menjadi kewenangan yayasan dan mana yang menjadi kewenangan badan pengelola / bukan pelaksana
6. Konflik terjadi antara pengurus, pengawas dan Pembina, yayasan dan rektorat dan antar yayasan dengan senat universitas sehingga perlu penciptaan kondisi yang kondusif antara berbagai pihak
7. Strategi penguatan yayasan, memiliki aturan yang jelas dan tegas serta personil yang mumpuni, cerdas,komunikatif, tegas dan visioner
8. Statuta menjadi aturan tertinggi dalam upaya mencegah munculnya konflik, biasanya sebelum diputuskan harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh
9. Mengantisipasi munculnya konflik antara yayasan, pengelola PTS dan fihak lain yang terkait semaksimal mungkin harus dicegah agar tidak menimbulkan kerugian utamanya mahasiswa
10. Yayasan harus mendukung dan memfasilitasi penciptaan academic culture, memiliki karakter akademik, kualitas kejujuran dan karakter kejuangan agar PTS menjadi tempat untuk melahirkan generasi atau alumni yang handal yang dapat menjadi asset bangsa


[bookmark: _GoBack]REKOMENDASI
Memperhatikan dan mencermati pandangan-pandangan, pikiran dan orientasi dalam Pembicara I Drs Tjuk Subchan Sulchan, Ketua Asosiasi BP PTS, dengan judul Strategi peningkatan kualitas pada penyelenggara PTS dan Pembicara II Prof Ir. Hermawan Kresno Dipoyono, MSEE, Ph.D., Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti dan masukan masukan dari peserta Rakor, selanjutnya dirumuskan pointest pointest sebagai berikut 
1. Kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini yang mengubah status PTS menjadi PTN berdampak buruk terhadap PTS lain disekitarnya bahkan mengancam keberlanjutan PTS. Oleh karena itu RAKOR ini merekomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut: Menghentikan perubahan status PTS menjadi PTN, terlebih di daerah yang telah memiliki jumlah PTS yang cukup.
2. Jika pemerintah hendak membuat PTN baru atau mengubah PTS menjadi PTN maka buatlah itu itu di daerah perbatasan Indonesia yang sangat jarang terdapat PTS dan tidak punya PTN. Dengan demikian pemerintah juga ikut memperkokoh ketahanan Negara di daerah perbatasan.
Jumlah PTS di seluruh Indonesia jauh lebih besar daripada PTN.  Dengan demikian pelayanan pendidikan tinggi bagi anak bangsa sebagian besar berada di PTS. Namun demikian bantuan pemerintah terhadap PTS dibandingkan PTN sangat tidak berimbang, meskipun anggaran pendidikan sudah >20%, bahkan kurang adil dimana PTS memperoleh bantuan pemerintah yang jauh lebih kecil daripada PTN. Oleh karena itu RAKOR merekomendasaikan agar pemerintah melalui  Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar mencarikan jalan keluar agar PTS mendapat bantuan dan difasilitasi, kalau tidak bisa sama dengan PTN, lebih layak dari apa yang dilakukan saat ini dan mekanisme lebih mudah dan transparan. 
3. PT asing dan PTS berpadat modal diarahkan membuka program studi tertentu yang menjawab tantangan bangsa dalam rangka memberi proteksi PTN/PTS di Indonesia
4. Distribusi mahasiswa PTN dan PTS dipikirkan karena keduanya pempunyai tugas yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk kuota mahasiswa
5. Statuta menjadi aturan tertinggi dalam upaya mencegah munculnya konflik, biasanya sebelum diputuskan harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh
6. Mengantisipasi munculnya konflik antara yayasan, pengelola PTS dan fihak lain yang terkait semaksimal mungkin harus dicegah agar tidak menimbulkan kerugian utamanya mahasiswa
7. Yayasan harus mendukung dan memfasilitasi penciptaan academic culture, memiliki karakter akademik, kualitas kejujuran dan karakter kejuangan agar PTS menjadi tempat untuk melahirkan generasi atau alumni yang handal yang dapat menjadi asset bangsa
8. PTS perlu direktur PTS untuk mengelola PTS yang jumlahnya ribuan
9. Penyetaraan tolok ukur akreditasi oleh LAM maupun BAN PT 
10. Fungsionaliasi kemitraan antara PTS makmur dan PTS belum makmur 
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